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TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

1 1.

: a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas
Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas
pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan
Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan
Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan
karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan
Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari

Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan
Penanggung Jawab tugas pengawasan tahapan penyusunan
daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi
Pencegahan, Partisipasi Masyrakat dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi

Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan
secara tertib dan efeketif;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a,huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi
Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan
Umum Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ;
2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua
Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

https ://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan - KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA TIM  FASILITASI PENGAWASAN  TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional
Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana
di lingkungan Bawaslu Kabupaten Barru sebagai anggota Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan
ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu
dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas
sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai
berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam
pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan

2. Mengawasi tim dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan
oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan
sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil
tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara

menyeluruh;

https ://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru
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c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan
pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran
dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan tahapan
Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung
jawab.

d. Sekertaris dan Wakil Sekertaris bertugas memantau serta
memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan
pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasasan
Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024

e. Anggota melaksanakan tugas — tugas yang di berikan oleh

penanggungjawab, Ketua dan sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana
Anggaran (DIPA) Kabupaten Barru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Barru
Pada tanggal 09 Januari 2023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Anggota Bawaslu Kabupaten Barru.
2. Yth. Kepala Sekretarit Bawaslu Kabupaten Barru.
3. Yth. Kepala SubBagian Bawaslu Kabupaten Barru.
4. Yang bersangkutan.

https ://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru
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LAMPIRAN

——— e

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN
0009/PM.00.02/K.SN-02/01/2023

PENANGGUNG JAWAB DAN
FASILITASI PENGAWASAN
PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

BARRU

PEMILIH

NOMOR:
TENTANG
KETUA TIM
TAHAPAN

DALAM

e ——————

PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No. Nama Jabatan Kedudukan dalam Tim

| Pengarah

. Ketua
i Ir. H. Abdul Mannan, M.Si.,M.H Bawaslu Kabupaten Barru Pengarah
- Anggota
2. Farida, S.H Bawaslu Kabupaten Barru Pengaran
. . Anggota
3. Akhiruddin Asaf, SH Bawaslu Kabupaten Barru Pengarah
. i Kepala Sekretariat
4. Dr. Muhaimin Muhammad, M.Si Bawaslu Kabupaten Barru Pengarah
] Penanggung Jawab
. Anggota Penanggung Jawab

5. Farida, S.H Bawaslu Kabupaten Barru (ex-officio)

I Ketua dan Wakil Ketua

6. Mursal, SE Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu Ketua

7 Hafidah, S.IP Analis Pemilu Wakil Ketua
v Sekretaris dan Wakil Sekretaris

8. Narmita, S.IP Staf Bagian Pengawasan Pemilu Sekretaris

9. Niken Puspita Ningsih, S.Sos Pengawas Pemilu Wakil Sekretaris
Vv Anggota
10. Ayu Wulandari Kahar, S.ST. M.Kes Staf Bagian Pengawasan Pemilu Anggota
11. Sri Hardiyanti Lukman, S.H.,M.H Staf Bagian Pengawasan Pemilu Anggota
12. Dliyaulyaqgin, ST Staf Bagian Pengawasan Pemilu Anggota

? ; Staf Bagian Penanganan Pelanggaran

13, &

3 Muhiis Bahri, SH dan Penyelesaian Sengketa Proses Anggeta

Ditetapkan di Kabupaten Barru
,_,_j_?aq_q.,-‘t@fngg_al 09 Januari 2023
Ny d 7\
NNAN, M.Si.,M.H i
https ://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru






